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Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi adanya permasalahan yang
kompleks pada masa pra penempatan Calon TKI, yaitu mulai dari rekrutmen,
penempatan TKI baik berdokumen (legal) maupun yang tidak berdokumen (ilegal)
dalam penampungan sampai kenegara tujuan, hingga pemulangan kembali ke
tempat daerah asal. Pada tahap rekrutmen pemerintah masih menemukan adanya
pemalsuan ijasah dan identitas diri. Banyak TKI yang tidak memahami isi
perjanjian Kkerja, kurang kelengkapan dokumen, serta perekrutan sebelum adanya
permintaan dari negara penerima.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelayanan hak-
hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pra penempatan di kabupaten
Tulungagung, 2) Bagaimana pelayanan hak-hak Calon Tenaga Indonesia (CTKI)
di kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 17
Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 3) Bagaimana
pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ditinjau dari Figih
Dusturiyah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk
mengetahui secara jelas tentang pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia
(CTKI) pada pra penempatan daerah kabupaten Tulungagung, 2) Untuk
mengetahui pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ditinjau
dari PERDA Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia, 3) Untuk mengetahui pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja
Indonesia (CTKI) ditinjau dari Figih Dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara dan observasi. Sedangkan
teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data
(data display) dan penarikan kesimpulan dari verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelayanan hak-hak Calon TKI pada
tahap pra prenempatan dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jelas
tentang dokumen yang harus dimiliki, hak dan kewajiban Calon TKI/TKI,
besarnya biaya penempatan, kondisi dan syarat kerja, resiko-resiko yang mungkin
dihadapi, verifikasi job order, kepastian keikutsertaan asuransi, fasilitasi
pembelaan atas pemenuhan hak-haknya, peningkatan kualitas, pembinaan dan
pengawasan, 2) Ditinjau dari PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun
2013, pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia Pra penempatan sudah
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baik, karena pemerintah bersama dengan PPTKIS dan BLK-LN sudah melakuakn
sosialisasi dan diseminasi kepada Calon TKI. PPTKIS yang memiliki SIPPTKI di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu PT. Djamin Harapan Abadi dan PT.
Mutiara Bahari Alamia, namun kurang optimal karena belum menjangkau calon
TKI non prosedural dan PPTKIS yang tidak memiliki Surat lIzin Pelaksana
Penempatan TKI (SIPPTKIS). 3) Ditinjau dari Figih Dusturiyah, pelayanan hak-
hak Calon TKI pada pra penempatan bagi Calon TKI yang berangkat sesuai
prosedur hukum sudah mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip
syadz-dzariah yang merupakan upaya preventif terhadap hal-hal bahaya yang
tidak diinginkan.
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ABSTRACT
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The background of this thesis is the complex problems in the pre-
placement period of prospective migrant workers, starting from recruitment,
placement of both documented (legal) and undocumented (illegal) workers in
holding centers to their destination countries, to returning to their places of origin.
At the recruitment stage, the government still finds falsification of diplomas and
identity. Many migrant workers do not understand the contents of the work
agreement, lack of completeness of documents, and recruitment prior to a request
from the receiving country.

The formulations of the problems in this research are: 1) How is the rights
service for the Pre-placement Indonesian Migrant Workers in Tulungagung, 2)
How is the rights service for Indonesian Migrant Workers in Tulungagung in
terms of Tulungagung Regional Regulation Number 17 of 2013 on the Protection
of Indonesian Workers, 3) How is the rights service of Prospective Indonesian
Workers viewed from Figh Dusturiyah. The objectives of this research are: 1) To
find out clearly about the rights service of Prospective Indonesian Migrant
Workers in the pre-placement area of Tulungagung, 2) To find out rights service
for Prospective Indonesian Workers in terms of the Tulungagung Regional
Regulation Number 17 of 2013 concerning Protection of Indonesian Workers, 3)
To find out the rights service of Prospective Indonesian Workers in terms of Figh
Dusturiyah.

The research method used by researcher was a qualitative method and the
type of field research. Data collection techniques used in this research were
observations, interviews and observations. While the data analysis technique used
data reduction, data display, and drawing conclusions from verification.

The research results showed that: 1) The rights service of prospective
migrant workers at the pre-placement stage is carried out by providing clear
information about the documents that must be owned, the rights and obligations of
prospective Indonesian Workers / Indonesian Workers, the amount of placement
costs, working conditions and conditions, risks involved. may be faced,
verification of job orders, certainty of insurance participation, facilitation of
defense of the fulfillment of their rights, quality improvement, guidance and
supervision, 2) Judging from the Regional Regulation of Tulungagung No. 17 of
2013, the rights service of Indonesian prospective migrant workers pre placement
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was done well, because the government and Overseas Job Training Center have
carried out the socialization and dissemination to prospective migrant workers.
Implementation Indonesian Workers for while which has a Implementation
Indonesian Workers at the Manpower and Transmigration Office, namely PT.
Djamin Harapan Abadi and PT. Mutiara Bahari Alamia, however, is not optimal
because it has not reached prospective non-procedural Indonesian Workers and
Implementation Indonesian Workers for while who do not have a Indonesian
Workers Implementation Permit. 3) In terms of Figh Dusturiyah, the rights
service of prospective migrant workers for pre-placement prospective migrant
workers who depart according to legal procedures already contains benefits and is
in accordance with the principles of syadz-dzariah which is a preventive measure
against unwanted dangers.
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